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PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

NOMOR 7 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang :  a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian 
integral dari pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 

yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, 

berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap 
memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, 

kekayaan alam, peninggalan purbakala dan peninggalan 

sejarah, seni, karakteristik daerah dan kelestarian alam yang 

dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar 
pembangunan kepariwisataan; 

b. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk 

mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh 
manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global melalui usaha pariwisata; 

c. bahwa dalam rangka mengendalikan masyarakat Kabupaten 
Bandung Barat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha 

pariwisata diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan 

setiap kegiatan usaha pariwisata di daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 

Daerah; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang 

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116); 

10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 
PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 
PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Usaha Penyediaan Akomodasi; 

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 
PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 

PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Usaha Kawasan Pariwisata; 

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 

PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Usaha Jasa Transportasi Wisata; 

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 

PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Usaha Daya Tarik Wisata; 

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 

PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 

17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 

PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Usaha Jasa Pramuwisata; 
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18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 

PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, 

Konferensi dan Pameran; 

19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 
PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 

20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 
PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 

21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 

PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Usaha Wirta Tirta; 

22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 

PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Usaha SPA; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 

Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2012 Nomor 3 Seri D); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2012 Nomor 4 Seri E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

dan 

BUPATI BANDUNG BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan     : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

KEPARIWISATAAN DAERAH 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1  

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah 

perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang 
kepariwisataan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan pengusaha. 

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 
dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata 

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan 
kegiatan usaha pariwisata. 
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15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang 

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti 
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, 

daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

17. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang 
dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan. 

18. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas 

pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada 

wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan 
sistem untuk terwujudnya pariwisata. 

19. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta 

menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri. 

20. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi 

atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek 

dan tujuan kunjungan. 

21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah surat 

tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada 

perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah. 

22. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas 

untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan. 

23. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk 

melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan 
seni. 

24. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk 

bermain anak dan keluarga. 

25. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas 

bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa 

pramuria. 

26. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga 

pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih. 

27. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk 
berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. 

28. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi 

dengan atau tanpa pemandu lagu. 

29. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan 
hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis 

dan/atau olahragawan Indonesia dan Asing, serta melakukan pertunjukan 

yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan. 

30. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi 

kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap 

persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan. 

31. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi 

yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi 

pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan 
dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-

undangan. 

 


